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ABSTRAK 

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Desa Ledug Kabupaten 

Banyumas terdapat adat yang mana apabila ada seseorang yang ingin menikah 

tetapi kakaknya belum menikah, maka orang tersebut harus menunggu kakaknya 

menikah terlebih dahulu atau apabila sang adik ingin tetap menikahi melangkahi 

kakaknya maka sang adik harus dengan syarat yaitu dengan memberikan sesuatu 

berupa seperangkat baju atasan dan bawahan sebagai syarat pelangkah  atau bisa 

berupa barang atau uang kepada kakaknya sesuai dengan permintaan kakak 

kandungnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Field research, penelitian yang objek 

utamanya adalah semua yang berada di lapangan, penulis melakukan wawancara 

secara langsung. Objek dalam skipsi ini adalah masyarakat desa ledug yang 

melakukan tradisi pemberian cindera atau dalam pelangkahan perkawinan dan 

subjek penelitian ini adalah pelangkahan pernikahan. Proses pengumpulan data 

dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dengan metode 

dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait 

adat atau urf, teori hukum Islam, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan 

verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah pelangkahan terhadap kakak kandung atau 

pelangkahan pernikahan yang terjadi dari zaman dulu hingga sekarang, sekarang 

banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan melangkahi saudara 

kandung sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu, serta telah siap secara 

lahir dan batin dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan ‘urf 

tradisi pernikahan ngelangkahi di Desa Ledug sudah menjadi adat kebiasaan yang 

berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki 

pertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut 

memiliki hukum mubah (boleh) dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan 

dengan syari’at Islam dan tidak mendatangkan kemudharatan.  
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MOTTO 

“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika 

hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa. ” 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tradisi Pemberian Cindera Mata Dalam Pelangkahan Pernikahan 

Terhadap Saudara Kandung ialah kerutinan yang terdapat dalam adat jawa 

yang dicoba semenjak era nenek moyang, adat ini sangan diyakini banyak 

manfaat yang didapat dari adat pelangkahan ini, penerapan adat pelangkahan 

ini dicoba saat sebelum akad nikah dilaksanakan, dengan cara-cara yang sudah 

didetetapkan. Islam tidak melarang seseorang adik menikah terlebih dulu saat 

sebelum kakaknya, namun dalam tradisi masyarakat jawa terdapat syarat, 

apabila seseorang adik mendahului menikah dari kakaknya wajib membagikan 

suatu kepada kakaknya. Kasus adat ini tidak diatur dalam al- Quran ataupun 

Hadist. 

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Sedangkan Islam memandang perkawinan merupakan ibadah kepada Allah, 

mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar 

                                                           
1Arso Satroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975,hlm.83 



2 
 

 
 

keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang 

ada. 2   

Pernikahan sejatinya adalah kesepakatan yang sangat kokoh (mitsaqan 

ghalidzan) yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria dan seorang 

wanita untuk membentuk sebuah keluarga. yang pelaksanaannya berdasarkan 

pada kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukan arti 

kewajiban, melainkan hanya hubunga sosial kemanusian semata. Pernikahan 

akan bernilai ibadah, jika diniatkan mencari ridha Allah SWT.3 

Dengan pernikahan, orang bisa menjaga keturunannya dengan tepat. 

Hubungan pasangan yang ditunjukkan oleh pelajaran Islam diatur dalam 

pengertian ibu dan ayah. Dalam hukum Islam juga ditentukan untuk 

kehidupan sejahtera bagi individu, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun 

di akhirat yang agung. Kesejahteraan akan tercapai dengan mewujudkan 

keluarga yang sejahtera dan rukun. Islam juga mengatur keluarga secara luas 

tetapi lebih rinci. 

Penjelasan di atas cukup untuk merepresentasikan bahwa harapan 

pernikahan agar tidak ditunda atau bahkan dihalangi karena alasan di luar 

syar'i, seperti yang terjadi dalam tatanan sosial tertentu atau beberapa tradisi 

yang tidak sesuai dengan motivasi di balik pernikahan, seperti yang terjadi di 

desa Ledug Kabupaten Banyumas. Di masyarakat desa Ledug ini terdapat 

                                                           
2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006),hlm.41.  
3 H. Penouh Dally, Pernikahan Dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), cet. 1, 

hlm.76. 
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bahwa seorang adik dilarang menikah dahulu sebelum kakaknya menikah 

terlebih dahulu.  

 Dalam adat Jawa, ada istilah yang disebut melangkahi kakak kandung 

(nglangkahi). Perkawinan yang menyimpang dari kaka kandunga dipandang 

sebagai sesuatu yang dilarang yang bukan merupakan ide yang baik untuk 

dilakukan dalam keluarga, mengingat masih ada saudara yang lebih 

berpengalaman di atasnya, untuk lebih spesifik saudara kandungnya sendiri. 

Pembatasan ini menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi penghalang bagi 

seseorang untuk menikah, karena keluarga atau wali mereka tidak memberikan 

persetujuan. Terlepas dari apakah kemudian diizinkan, mereka perlu 

memberikan sesuatu terlebih dahulu kepada saudara kandung yang belum 

menikah, dengan tujuan agar ini menjadi beban dan terkadang ada orang-

orang yang melemahkan harapan mereka untuk menikah. 

Dalam melaksanakan adat ini seorang adik harus memberikan 

pelangkahan yang diminta oleh kakaknya yang ia langkahin itu, jika kakanya 

tidak menyebutkan apa yang ia minta, maka adiknya memberikan uang atau 

barang yang sudah disiapkan untuk sang kakak. Tradisi ini adalah salah satu 

cara seorang adik meminta ijin (Restu) kepada kakaknya karna ia akan 

melangsungkan ikatan suci yaitu melaksanakan pernikahan lebih awal sebagai 

tanda permohonan maaf kepada kakaknya, menunjukan kebesaran jiwa sang 

kakak untuk rela jika adiknya menikah terlebih dahulu, karena jodoh adalah 

rahasia Tuhan, pernyataan bhakti seorang adik kepada kakanya, pernyataan 

kasih sayang kakak kepada adiknya, maka kakaknya memberikan restu/ijin 
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dan mendo’akan adiknya yang akan melangsukan  pernikahan terlebih dahulu. 

Menunjukan pada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh suasana saling 

mengasihi, menyayangi dan menghomati. 

Filosofi pelangkahan yaitu semoga dengan adanya pelangkahan ini akan 

mempererat rasa saling menghormati antara adik dan kaka dan rasa 

permohonan maaf seorang adik kepada kakanya serta meminta restu karena 

akan melangsungkan pernikahan lebih awal. 

Pelangkahan sekilah dapat dikatan sebagai ‘urf karna dilakukan terus 

menerus selama ada yang melangsungan perkawinan seperti diatas tersebut, 

sedangkan Arti ‘urf secara harfiah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau 

ketentuan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi 

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf 

sering disebut sebagai adat.4 

Namun nyatanya di Desa Ledug ini masih ada masyarakat yang 

berpegang teguh pada hukum adat jawa yang satu ini. Dalam melaksanakan 

adat ini seorang adik harus memberikan pelangkahan yang diminta oleh 

kakaknya yang ia langkahi itu, jika sang kakak tidak menyebutkan apa yang ia 

minta sebagai syarat melangkahi maka adiknya memberi uang atau cindera 

mata berupa seperangkat baju atasan dan bawahan yang sudah ia siapkan 

untuk kakaknya sebagai permohonan izin untuk menikah terlebuh dahulu, jika 

tidak memberikan Cindra Mata  ditakutkan si kakak akan mendapat jodohnya 

                                                           
4 Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.128. 
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dalam waktu yang sangat lama dan ditambah lagi akan adanya musibah yang 

akan di dapatkan apabila melangkahi kakak kandungnya.  

Dalam lingkungan masyarakat desa Ledug yang penulis teliti ini lihat 

masih kental berlaku adat istiadat memberi Cindra mata yaitu bila terjadi 

pernikahan melangkahi kakak kandungnya dan apabila ada adik laki laki yang 

melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kaka kandung laki laki 

ataupun sebaliknya. Maka diyakini akan menimbulkan musibah yang akan 

menimpa keluarga tersebut bila tidak dilangsungkan terlebuh dahulu upacara 

tradisi memberi cindra mata.  

Dari persoalan di atas, muncul suatu pernyataan, bagaimana seorang adik 

atau seseorang yang mempunyai pasangan dan sedangkan yang bersangkutan 

tersebut sebenarnya memiliki saudara kandung yang belum menikah, 

sedangkan individu yang bersangkutan ingin menikah dan akan jatuh ke dalam 

perbuatan zina atau bahkan efek negative yang secara umum akan 

mengacaukan rencana. pernikahan. 

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas tadi, maka penulis 

mengatakan permasalahannya dalam metode penelitia ini berjudul : 

“TRADISI PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM PELANGKAHAN 

PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DALAM 

PERSPEKIF HUKUM ISLAM  (Studi Kasus di Desa Ledug, Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas)” 
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B. Definisi Oprasional  

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran 

dalam memahami judul maka penulis akan memaparkan dan menegaskan 

beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. 

1. Tradisi Pemberian atau kebiasaan menyerahkan sesuatu (Latin: traditio, 

"diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan cukup lama dan telah 

menjadi bagian dari keberadaan persekutuan individu, umumnya dari 

bangsa, budaya, waktu, atau agama yang serupa. Hal terpenting tentang 

adat istiadat adalah adanya data yang diteruskan dari satu zaman ke zaman 

lain, baik yang tersusun maupun (sering) lisan, karena tanpa ini, suatu 

amalan dapat terhapus atau punah, sedangkan pemberian adalah 

menyerahkan atau memberi seuatu kepada orang  

2. Cindera mata  

Cindera mata adalah seuatu yang di berikan orang kepada seseorang 

berupa barang diantaranya adalah seperangkat baju dan celana.  

3. Pelangkahan Perkawinan  

Kata melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya adalah 

melewati atau mendahului. Berikut adalah empat implikasi dari melangkahi 

yang pertama: melangkahi artinya mendahului kawin. Yang kedua: 

pelangkah yang menyiratkan barang yang diberikan oleh calon pengantin 

pria kepada kaka calon pengantin wanita yang direncanakan pada saat itu 

yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului kawin). Yang ketiga: 

pelangkahan menyiratkan interaksi, perbuatan melangkahi atau 
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melangkahkan, awal mencapai sesuatu (pekerjaan: perjalann) dan yan 

keempat yaitu: tidak mengikutsertakan; melewatkan: saudaranya dalam 

pembagian rezeki. 

4. Saudara Kandung  

Saudara kandung adalah orang yang seibu seayah, adik atau kaka 

menurut hukum Islam adalah suatu yang dijadikan pedoman menjadi 

sumber syari’at Islam berupa Al-Qur’an dan Hadist. 

  

C. Rumusan Masalah  

Definisi masalah adalah pengerahan tenaga yang menyatakan alamat 

ujian apa yang harus dijawab dan dicari jawabannya. Atau sebaliknya, definisi 

masalah adalah pertanyaan yang sudah selesai dan dirinci berkenaan dengan 

sejauh mana masalah yang akan direnungkan tergantung pada bukti yang 

membedakan masalah dan batasan masalah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

rumusan masalah adalah:  

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tradisi pemberian cindera mata 

dalam pelangkahan pernikahan terhadap saudara kandung? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang melangkahi kakak kandung? 

 

D. Tujuan Penelitian   

Adapun hasil yang akan dicapai dari penelitian ini terjawabnya semua 

permasalahan yang ada di perumusan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya melangkahi kakak kandung 

dalam pernikahan di desa ledug.  

2. Untuk mengetahui cindera mata apa yang harus diberikan dalam 

pernikahan melangkahi kakak kandung di desa Ledug.  

3. Untuk mengetahui adat pelangkahan menurut Hukum Islam. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Membuka pemahaman tentang daerah setempat dan cari tahu tentang adat 

pernikahan melangkahi kaka kandung. 

2. Kemajuan informasi di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan 

bidang perkawinan atau pernikahan.  

3. Sosialisasi hukum kepada umat Islam di Indonesia, khususnya hukum 

perkawinan Islam, karena pedoman yang disusun sebagai standar yang 

sah, namun juga memutuskan yang harus dipatuhi oleh daerah setempat.  

4. Menambah literatur kepustakan.  

 

F. Kajian Pustaka 

Agar penelitian ini tidak tumpeng tindih dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lainnya. Maka dalam hal perlu dilakukan telaah 

Pustaka. Dalam kajian pustaka ini, ditemukan adanya penelitian dari beberapa 

skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, 

diantaranya: 

Skripsi Nur Fauzia yang berjudul “Pernikahan Melangkahi Kakak 

Menurut Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)”. 

Sekripsi ini menjelaskan proses dan tata cara pernikahan adat sunda di Desa 
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Cijurey Sukabumi Jawa Barat dan menjelaskan mengenai adat pernikahan 

melangkahi kakak yang ada di daerah itu.  

Sekripsi Nurul Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Adat Pelangkahan dalam Perkawinan di Minomartini Ngangklik Sleman 

Yogyakarta”. Dalam sekripsi ini Nurul Amin membahas mengenai apakah 

tradisi pelangkahan sesai dengan nilai-nilai hukum Islam. 

Skripsi Muhammad Syarif yang berjudul “Larangan Melangkahi 

Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan 

Penyambungan Barat Mandailing Natal)”. Membahas tentang larangan 

melangkahi kakak dalam perkawinan meurut Fiqh dan KHI dan membahas 

tentang tradisi pernikahan dalam dalam adat mandailing.  

 Skripsi Muhamad Ilman yang berjudul “Tradisi Pembayaran Uang 

Pelangkahan dalam Perkawinan (Study Kasus di Desa Legok Kecamatan 

Legok Kabupaten Tangerang)”. Membahas tentang pembayaran uang 

pelangkahan dan berapa jumlah yang harus di berikan.   

   

G. Sistematika Pembasan  

Adapun Sistematika Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri 

dari beberapa bab, supaya mempermudah dalam Menyusun dan memahami 

secara sistematis dan dengan mudah dapat di pahami dengan jelas oleh 

pembaca. Maka penulis menyusun kerangka penulisan ini yakni dengan 

menjelaskan bahwa pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-

masung bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi 

beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta 
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mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi 

adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, 

daftar pustaka dan outline. 

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori. Dalam bab ini terdapat 2 

sub bab. Sub bab pertama tentang perkawinan dalam islam yang meliputi, 

pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat 

perkawinan dan tujuan dan hikmah perkawinan. Sub bab kedua tentang 

deskripsi objektif sasaran penelitian yang meliputi, profil dan letak geografis 

desa ledug, jumlah pendudukdesa ledug, prasarana desa ledug, dan jumlah 

masyarakat berdasarkan tingkat Pendidikan. 

Bab ketiga, metedol ogi penelitian, yang berisi tentang, jenis penelitian, 

sumber data, subjek dan objek penelitian, sera metode pengumpulan data.  

 Bab keempat, Pernikahan melangkahi kakak kandung di desa ledug, 

Yang berisi tentang definisi melangkahi kaka kandung, melangkahi dilihat dari 

sudut pandang adat dan menurut Islam, dampak apa yang mempengaruhi 

pernikahan melangkahi kaka kandung di desa Ledug, faktor-faktor apa yan 

mempengaruhi pernikahan melangkahi kaka kandung di desa Ledug dan jenis 

barang apa yang harus diberikan dalam pernikahan melangkahi kaka kandung.  

Bab lima, Berisi tentang bagian akhir dari pembahasan sekripsi ini 

yaitu penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Adat, Dasar Hukum dan Macam-Macamnya  

1. Pengertian Adat 

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun perbuatan 

yang lazim diturut dan dilakukan sejak zaman dahulu kala. Kata adat ini 

sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat 

istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun 

dari generasi ke generasi lain sehingga kuat integrasinya dan pola-pola 

perilaku masyarakat.5 Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung 

arti yang cukup luas, mencangkup semua hal dimana suatu masyarakat atau 

seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya, yang dalam kitab Ushul 

Fiqh dikenal dengan kata Urf.  

Urf adalah segala apa yang telah dikenal manusia dan berlaku 

padanya, baik baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan 

sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak 

ada perbedaan antara urf dan adat.   

Kata urf berasal dari kata arafa yarifu, sering diartikan sebagai al-

maruf yang artinya: “sesuatu yang diketahui”. Jika dikatakan bahwa 

seseorang lebih dari yang lain dalam hal urf’, berarti orang tersebut lebih 

dikenal daripada yang lain. Pengertian “dikenal” lebih dekat dengan 

                                                           
5 Antom M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

hlm. 5.  
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pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata urf juga terdapat dalam Al-

Qur’an yang artinya “ma’ruf” yang berarti kebajikan. Sementara kata adat 

mengandung konotasi netral, urf  tidak demikian. Kata urf digunakan 

dengan melihat kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, 

dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, kata urf memiliki 

konotasi yang baik. Hal ini terlihat dari penggunaan kata urf yang berarti 

ma’urf. Kata urf berarti suatu perbuatan yang diketahui dan diakui banyak 

orang. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut pandang 

berulang-ulang, dan dari sudut dikenal) memunculkan dua nama tersebut. 

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena kedua kata 

tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah 

dilakukan berulang-ulang menjadi diketahui dan diakui oleh banyak orang, 

kemudian perbuatan tersebut dilakukan kembali. Dengan demikian, 

meskipun kedua kata tersebut dapat dibedakan, namun perbedaannya tidak 

bermakna. Jika adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan 

secara berulang-ulang sebagai cara hidup dalam masyarakat, maka negara 

lain juga memilikinya. Namun tidak menjelma menjadi sistem hukum 

seperti di Indonesia. India, Malaysia, Filipina dan sebagainya tidak 

mewujudkan adat sebagai sistem hukum. Karena faktor kolonial yang 

berbeda, adat di Indonesia menjelma menjadi sistem hukum (hukum adat).6 

Demikian juga dalam ilmu fikih juga menjelaskan ada dua kata 

yang serupa yaitu ‘urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat 

                                                           
6 Hariyanto, Hariyanto, “Tradition Of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of 

Banjarnegara”, IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 64.  
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didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-

ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan 

pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian ‘urf 

didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan 

maupun perbuatan.7 

Sedangkan jika yang dimaksud dengan hukum adat adalah 

kebiasaan a (gewonten), maka pada pertengahan abad ke-19 hukum agama 

dalam hal ini hukum Islam dan hukum adat berlaku sama kuatnya selama 

masyarakat menghormatinya dan selama tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum (algeemen belang), pemerintah, dan merupakan 

kebutuhan sosial yang nyata (pasal 131 ayat 2 b IS). Van Vollenhoven 

berpendapat bahwa bagi golongan bumiputra, hukum yang berlaku bagi 

mereka adalah hukum adat, hukum adat adalah hukum turun-temurun 

Indonesia (adat), hukum agama, termasuk dan khususnya hukum Islam, 

merupakan tambahan atau pelengkap dari hukum adat. tidak benar lagi bila 

dikatakan bahwa hukum adat adalah, paling tidak sebagian besar. Sebagian 

besar, hukum Islam berlaku berdasarkan peraturan dan/atau undang-

undang dan lain-lain berdasarkan dan dalam hukum adat. Para ulama 

menghalalkan penggunaan urf hanya dalam urusan muamalah, itupun 

setelah memenuhi syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah, 

                                                           
7 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., hlm. 138 
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urf tidak berlaku. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an 

dan Hadits.8 

 ‘Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (ashl) dari ushul fiqih 

yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad 

yang artinya: “apabila yang dipandang dengan baik bagi kaum muslimin, 

maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”. 

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukan 

bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan kaum muslimin 

dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut 

dipandang baik juga dihadapan Allah.9  

Adat adalah segala apa yang telah di kenal manusia, sehingga hal 

itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik 

berupa perkataan ataupun perbuatan.10 

Jadi dapat kita bedakan bahwa Urf itu hanya menekan pada aspek 

pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh sekelompok sedangkan 

objeknya lebih menekan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi 

pelakunya dan boleh dilakukan pribdi atau kelompok serta objeknya hanya 

melihat pada pekerjaan.  

                                                           
8 Hariyanto, Hariyanto, “Tradition Of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of 

Banjarnegara”, IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 65.  

9 Abu Zahro, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), cet 1, hlm. 417.  

10 Totok Jumantoro dan Samsu Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2009), hlm. 334.  
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Pelangkahan perkawinan bisa dikatakan sebagai Urf dikarenakan 

objeknya lebih menekan pada sisi pelakunya yang dilakukan secara turun 

temurun.  

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengertian ‘urf 

bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata.  

‘urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh 

sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia 

dan berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok 

manusia tersebut baik berupa perbuatan, ucapan dan tidak mengartikan satu 

bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada 

dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu ‘urf dan adat adalah sama 

keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. 

Ketika berbicara ‘urf secara langsung berhubungan arti dengan 

ijma’ dalam subtasinya. Tetapi dalam hal ini ‘urf juga berbeda dengan 

ijma’. Perbedaaan antara ’urf dengan ijma’ yang dalam beberapa aspek 

yaitu:11  

a. Dalam segi ruang lingkup ‘urf terbentuk oleh kesepakatan terhadap 

sesuatu perkataan dan perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan 

orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan 

mujtahid,12 dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal 

oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua 

                                                           
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011)., hlm. 389. 
12   Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet 1, 

hlm.77-78.  
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orang. 13  Sedangkan ijma’ hanya terbentuk dengan kesepakatan 

mujtahid saja terhadap hukum syara’ yang amali, tidak termasuk 

didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau 

pekerjaan apa saja. 

b. ‘Urf terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan 

sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak 

termasuk terjadinya ‘urf.  

c. ‘Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah 

membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan ijma’ sedangkan 

ijma’ sharikh yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan 

hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan 

untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma’.14  

2. Dasar Hukum Adat 

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum 

syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan 

dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus 

memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah 

diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, 

disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan 

                                                           
13  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011)., hlm. 387. 
14   Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet 1, 

hlm.77-78.  
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syara’ maka harus dijaga. Syar’i telah menjaga adat yang benar diantara 

orang arab dan pembentukan hukumnya. 15 

3. Macam – macam Adat atau Urf  

Dari segi penilaian baikdan buruk, adat atau urf terbagi menjadi 

beberapa, yaitu: 

a. Adat yang shahih yaitu adat yang berulang - ulang dilakukan dan 

diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan 

santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada 

orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan 

acara silaturahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu 

penghargaan atau suatu prestasi.  

b. Adat yang fasid yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun 

merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang – 

undang negara dan sopan santun. Misalnya yaitu berjudi untuk 

merayakan sesuatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman 

yang haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul 

kebo (hidup bersama tanpa nikah).16 

4. Syarat -syarat ‘urf untuk dijadikan landasan Hukum  

‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis, Syarat ini merupakan 

suatu yang mutlak ada pada ‘urf yang shahih, sehingga dapat diterima 

dimasyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran 

                                                           
15 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh Kedah Hukum Islam, cet 1 (Jakarta: Pustaka 

Amani,), hlm. 117.  
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet 5, (Jakarta: Jakart Prenada Media Group, 2009), 

hlm. 392.   
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dan Sunnah Rasull. Sebaliknya, apabila ‘urf mendatangkan kemudharatan 

dan tidak dapat dilogika, maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan 

dalam islam seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersama 

pembakar jenazah suaminya yang meninggal.  

 

B. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya  

1. Pengertian Perkawinan  

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria 

dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang 

dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah 

ditetapkan syara’ untuk menghalalkan perempuan antara keduanya, 

sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman 

hidup dala rumah tangga.  

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidsk menggunakan kata nikah 

atau pernikahan tetapi menggunakan kata perkawinan. Hal tersebut berarti 

kata nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas 

persetubuhan, karena kata nikah adalah bahasa arab sedangkan kata kawin 

adalah bahasa Indonesia.  

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 

sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja, 

artinya seorang laki-laki dapat menguasai prempuan dengan seluruh 

anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.  



24 
 

 
 

Ualam Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti 

memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya.  

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu 

akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 

mewajibkan adanya harga.  

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 

dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan 

kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari 

seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-

kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad 

nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk 

mencapai dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga 

sakinah, mawadah, dan warahmah di dunia.17 

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangan kuat atau mitsaqan 

gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan suatu akad yang 

atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah 

pihak, dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, serta 

                                                           
17 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

hlm. 15.  
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mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang yang meliputi rasa 

kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. 

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menurut KUH Perdata, perkawinan ialah persetujuan antara laki-laki dan 

perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama dalam jangka waktu 

yang cukup lama. 18 

Perkawinan sudah dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ada 

larangan dalam islam seorang adik menikah terlebih dulu dari kakaknya, 

akan tetapi dalam tradisi masyarakat indonesia khususnya masyarakat jawa 

ada ketentuannya, apabila adiknya mendahului menikah dari kakaknya ia 

harus memberikan sesuatu kepaa kakaknya. 

2. Dasar Hukum Perkawinan  

Dari makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT berpasang-

pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang 

biak dan berlangsung dari generasi ke generasinya, sebagaimana tercantum 

dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Ar Rum ayat 21: 

   “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku tidak akan 

mampuberlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana 

menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

                                                           
18 M. Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, cet 1 (UIN Malang Press, 2008), hlm. 

54-55.   
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senangi: dua, tiga, dan empat. Tetapi jika kamu mampu berlku adil, 

maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya saja, atau 

hamba sahaya saja yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 

agar kmu berbuat zalim.” 

  

Adapun yang menjadi dasar hukum nikah antara lain sabda Nabi 

SAW.  

“Abdullah bin Mas’ud R.A ia berkata. “Hai para pemuda barang 

siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, 

karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menunduhkan 

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa 

yang belum mampu, maka hendaklah iya berpuasa, karena puasa 

itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.” 

 

Ulama syafi’iyyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah 

mubah, disamping ada yang sunnah, haram, wajib, dan makruh. Di 

Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan 

perkawinan ialah mubah.  

Adapun rincian tentang hukum nikah adalah sebagai berikut:  

a. Wajib  

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki 

kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan 

yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia memiliki dugaan kuat 

akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.  
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b. Sunnah  

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan 

bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu 

ialah dari anjuran seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 

Hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin 

Mas’ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam 

terhadap Perkawinan. Baik ayat Alqur’an maupun As-Sunah tersebut 

berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, 

perintah Nabi tidak menfaedahkan hukum wajib, tetapi hikum sunnat 

saja. 

c. Haram  

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki 

kemampuan dalam nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan 

jika menikah. Keharaman nikah karena nikah dijadikan alat mencapai 

yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang 

haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita 

pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak istri berkelahi dan menahannya 

untuk disakiti, maka menikah baginya menjadi haram.  

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena 

nikah disyariatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah 

kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai 
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bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib di 

tinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan 

haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan 

meninggalkan nikah.  

d. Makruh  

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. 

Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak 

dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi 

penganiayaan istri tidak sampai ke tinggat yakin.  

Terkadang seseorang mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, 

yakni antara tuntutan dan larangan, seperti seseorang dalam kondisi 

yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti 

ia berada diantara fardhu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia diyakini atau 

diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia 

menikah. 19 

e. Mubah  

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai 

harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat 

zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-

nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya 

sekedar memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan 

membina keluarga dan menjaga kemaslahatan hidup beragama.  

                                                           
19 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 

Khitbah, Nikah dan Talak, cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 45-46.   
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Pada umumnya perkawinan anak-anak dibawah umur yang 

dilakukan walinya digolongkan dalam perkawinan yang mubah, karena 

tidak nash Al-Qur’an atau sunnah Rasullah yang melarangnya. Meskipun 

demikian, para Fuqaha memberikan kepada anak-anak yang bersangkutan, 

setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah 

dilaksanakan oleh walinya aitu atau memutuskan dengan jalan fasahk. Hak 

ini disebut hak khiyar. Hak khiyar tersebut dijalankan untuk menjamin 

adanya sukarela pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang 

dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.  

Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ajaran islam dan untuk 

kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta pertimbangan 

mushalih al-mursalah, perkawinan anak-anak dibawah umur itu tidak usah 

terjadi. Melalui jalan Undang-Undang, penguasa dapat membuat aturan 

untuk menutup pintu terjadinya perkawinan anak-anak itu, misalnya 

dengan diadakannya batas umur untuk menikah bagi calon-calon suami 

dan istri, yang penyimpangannya memerlukan izin dari pengadilan seperti 

dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan (pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Perkawiann No. 1 tahun 1974). 20 

3. Syarat dan Rukun Perkawinan  

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa 

                                                           
20 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Isla Di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 

2005), cet. 2, hlm. 36.  
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keduanya merupakan suatu yang diadakan. Dalam suatu perkawinan 

umampanya rukun syarat yang tidak boleh tertinggal, dalam konteks 

perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak 

lengkap.keduamya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun 

itu sesuatu yang berbeda didalam hakikat dan merupakan bagian atau 

unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah suatu yang berada 

diluarnya dan tidal merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan 

rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi 

rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan 

kriteria dari unsur-unsur rukun.  

Dalam hal rukun perkawinan, dalam menepakan mana rukun dan 

mana yang syarat trdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini 

tidak bersifat substansi. Perbedaan diantara pendapat tesebut disebabkan 

berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama berpendapat 

dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus dalam suatu perkawinana 

adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan 

kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan, dan 

mahar atau emas kawin.21  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdapat di bab IV 

bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan:  

a. Calon suami 

b. Calon istri 

                                                           
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Prenada Media, 

2006), cet. 1, hlm. 56. 
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c. Wali nikah  

d. Dua orang saksi  

e. Ijab dan qabul. 

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

pasal 2 ayat 1 dinyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.  

Dalam pasal lain Undang-Undang perkawinan menetapkan 

beberapa syarat sebagai berikut: 

Dalam pasal 6 

a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempela. 

b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 

tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.  

c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka maka 

izin dimakud ayat (2) pasal ini diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.  

d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak 

mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dala 

keadaan dapat menyatakan kehendak.  

e) Dalam hal ini ada beberapa perbedaan antara orang-orang yang disebut 

dalam pasal (2), (3), (4) pasal ini.  
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Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: perkawinan hanya diizinkan 

pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun . 

Selanjutnya dalam KHI BAB II pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan 

tentang dasar-dasar perkawinan adalah sebagai berikut:  

Pasal 5 

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarkata Islam setiap 

perkawinan harus dicatat  

b) Pencatatn perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai 

pencantat niah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 

tahun 1954  

Pasal 6 

a) Untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat 

nikah  

b) Perkawinan yang dilakukan diluar pegawai pencatat nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum  

Bagian kedua dalam pasal 16 tentang calon mempelai:   

a) Untuk kemaslahatan keluarga serta rumah tangga perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang sudah menggapai usia yang 

sudah diresmikan dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor. 1tahun 1974 

tentang pernikahan ialah calon suami sekurang- kurangnya berusia 19 

tahun.  
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b) Untuk calon mempelai yang belum menggapai usia 21 tahun wajib 

memperoleh izin sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 

(5) Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan.  

Bagian ketiga dalam pasal 19 tentang wali nikah:  

Wali nikah dalam perkawinan ialah rukun yang wajib dipenuhi 

untuk calon mempelai perempuan yang berperan untuk menikahinya. 

Dalam pasal 20 dikatakan:  

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil, dan Baligh 

2. Wali nikah terdiri dari :  

a) Wali Nasab  

Wali nasab ialah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.  

b) Wali Hakim  

Wali Hakim adalah wali nikah yang yang diambil dari hakim 

(pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa 

pemerintah.  

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan  

a. Tujuan Perkawinan  

Tujuan pernikahan pada biasanya tergantung pada tiap- tiap 

orang yang hendak melaksanakannya, sebab lebih bersifat subjektif. 

Tetapi demikian, terdapat juga bertujuan universal yang memanglah di 

idamkan oleh seluruh orang yang hendak melaksanakan perkawinan, 
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ialah untuk mendapatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir serta 

batin mengarah kebahagiaan serta kesejahteraan dunia akhirat. Nabi 

Muhammad SAW menyarankan supaya agama serta akhlak dijadikan 

tujuan utama dalam pernikhan. Perihal ini karna kecantikan ataupun 

kegagahan, harta serta pangkat dan yang lain tidak menjamin 

tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak serta budi pekerti yang 

luhur.22   

Tujuan pernikahan bagi agama Islam yakni untuk penuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 

sejahtera serta senang. Harmonis dalam memakai hak serta kewajiban 

anggota keluarga, sejahtera maksudnya terciptanya ketenangan lahir 

batin diakibatkan terpenuhinya keperluan hidup lahir serta batinnya, 

sehingga ditimbulkan kebahagian, ialah kasih sayang anggota 

keluarga. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan 

adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah 

mawaddah warahmah.  Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.   

Setidaknya ada empat macam yang menjadi tujuan 

perkawinan, keempat tujuan perkawinan iu hendaknya benar-benar 

dapat dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari 

                                                           
22  Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999)., hlm. 12 
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keetakan rumah tangga yang berujung dengan perceraian yang dibenci 

Allah SWT, yaitu: 

1) Menentramkan jiwa  

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan 

tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Hal 

ini adalah suatu yang alami yaitu pria tertarik kepada wanita 

begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita 

merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan 

ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. 

Sang suami juga merasa tentram sebab terdapat 

pasangannya untuk mengurus rumah tangga, tempat 

menumpahkan perasaan suka serta duka, serta sahabat 

bermusyawarah dalam mengalami bermacam berbagai perkara. 

2) Mewujudkan keturunan  

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak 

mendambakan anak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak 

turunan diharapkan akan dapat mengambil alih tugas, perjuangan 

dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami dan isteri.    

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis  

Hampis semua manusia yang sehat jasmaninya dan 

rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan diduni ahewan 

pun berperilaku sedemikan. Keinginan tersebut adalah alami. 

Tidak usah dibendung dan di larang. Pemenuhan biologis itu 
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harus di atur melalui lembaga perkawina, supaya tidak terjadi 

penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat 

istiadat dan agama dilarang.  

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual 

sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. 

Kalau tidak ada kecendungan dan keinginan untuk itu, tentu 

manusia tidak akan berkembang biak.  

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab  

Apabila perkawina dilakukan untuk mengendalikan fitrah 

manusia, serta mewujudkan untuk manusia itu kekekalan hidup 

yang di idamkan nalurinya (tabiatnya), hingga aspek keempat 

yang tidak kalah berartinya dalam pernikahan merupakan 

meningkatkan rasa tanggung jawab. Perihal ini berarti, 

pernikahan ialah pelajaran serta latihan instan untuk pemikulan 

tanggung jawab itu serta penerapan seluruh kewajiban yang 

timbul dari pertanggung jawaban tersebut. 

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan 

ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian 

mati seperti yang dialami makhpluk hidup lainnya. Lebih jauh 

lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengantur, 

mengurus segala persoalan, mencari dan dan memberi manfaat 

bagi umat manusia lainnya.  
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Sesuai dengan penciptaan manusia dengan segala 

keistimewaannya berkaya, maka manusia itu tidak pantas bebas 

dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab kepada 

keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari 

ruang lingkung yang terkecil terlebih dahulu (keluarga), lalu 

meningkat ke yang lebih luas lagi.  

Keempat faktor yang terpenting, (menentramkan jiwa, 

melestarikan keturunan, memenuhu kebutuhan biologis dan latihan 

bertanggung jawab), dari tujuan perkawinan tersebut perlu mendapat 

perhatian dan renungan matang-matang, agar kelangsungan hidup 

berumahtangga dapat berkjalan dengan lancar sebagaimana yang 

diharapkan.23  

b. Hikmah Perkawinan  

Islam menganjurkan kita untuk menikah karena akan 

berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh 

umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan adalah:  

1) Nikah adalah jalan alami yang yang paling baik dan sesuai untuk 

menyalurkan dan sesuai untuk menyalurkan dan memutuskan 

naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata 

terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati 

barang yang berharga.  

                                                           
23 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja 2003), 

cet. 1, hlm. 13-21.  
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2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup masuia, serta 

memelihara nasiboleh Islam yang sangat diperhatikan sekali.  

3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi 

dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula 

perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan 

sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.  

4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat 

bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena 

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajbannya sehingga ia 

akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat 

memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyk produksi. Juga 

juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang 

dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.  

5) Pembagia tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, 

sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batasa-batas 

tanggung jawab antara suami isteridalam menangani tugasnya 

6) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan 

memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam 

direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling 
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menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang 

kuat lagi bahagia.    
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian  

Metode Penelitian berasal dari dua kata “metode” dan “penelitian. 

Kata metode berasal dari Yunani yakni methodos yang bermakna cara atau 

menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah 

terkait dengan suatu cara (sistematika) guna memahami objek dan subjek 

penelitian, untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah sshingga dapat 

dipertanggung jawabkan keabsahannya. 24  Sedangkan penelitian diartikan 

dengan suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara 

sistematis, guna mencapai tujuan tertentu.25 Dari makna kedua kata tersebut, 

maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang 

dimaksud utuk memecahkan masalah atau dapat diartikan sebagai cara untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.  

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Ledug Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas 2020. Apabila penulis tinjau dari sudut 

pandang tempat penelitian maka penelitian ini Normatif Empiris adalah 

penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka.  

Penelitian lapangan yaitu penelitan hukum empiris sosiologis tentang suatu 

hukum. Penelitian hukum empiris sosiologis merupakan penelitian yang 

                                                           
24 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2003), hlm. 24. 
25 Nana Syaodih Sukmadinat, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 

2005), hlm. 5. 
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bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh secara 

lansgung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan, 

yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen.26  

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. Karena para masyarkat di desa ini masih percaya akan 

tradisi “nglangkahi”. Dan sampai saat ini pun mereka masih melaksanakan 

tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini. Letak wilayah yang 

strategis menjadikan peneliti tidak kesulitan dalam melaksanakan penelitian. 

Untuk waktu penelitian adalah pada 3 Agustus 2020.  

 

C. Sumber Data  

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data 

merupakan subjek darimana data bisa didapatkan. 27  Sumber data yang 

digunakan untuk menunjang dan menjamin tercapainya suatu penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data Primer  

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, serta 

dokumentasi mengenai objek kajian peneliti. Objek penelitian ini adalah 

                                                           
26 Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatifdan Empiris, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.     
27 Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 107.  
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terkait acara adat Pemberian Cindera Mata dalam Pelangkahan 

Perkawinan Terhadap Saudara Kandung di Desa Ledug Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas.  

2. Data Sekunder  

Adapun data sekunder adalah sumber segala yang mendukung 

dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat atau bukan pendapat yang 

bersumber dari kitab, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet 

ataupun makalah serta litertur lain yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundernya 

adalah mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Hukum 

Adat.  

Berikut adalah data narasumber yang peneliti wawancarai yaitu:  

No  Nama-Nama Narasumber  Keterangan  

1.  Samsul Hadi  Tokoh Masyarakat 

Desa Ledug atau yang 

dituakan oleh 

masyarakat.  

2.  Septi Dwi Cahyani, Pelaku Pelangkahan  

3.  Fitri Nur Latifah  Pelaku Pelangkahan  

4. Agus Wagito  Pelaku Pelangkahan  

5. Fajar Dwi S.  Pelaku Pelangkahan  

 

 

D. Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara (interview), observasi serta dokumentasi. Data 
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tersebut berkenaan dengan Tradisi Permberian Cindera Mata Dalam 

Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung perspektif Hukum Islam. Kemudian 

data akan diproses menganalisis, diteliti secara berulang kali agar 

menghasilkan kesimpulan akhir yang komprehensif serta mendalam.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga 

cara yaitu: 

1. Wawancara  

Metode pengumpulam data dengan wawancara merupakan tehnik 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan penelitian 

yang belum dapat terlihat secara langsung dan secara visual ole penulis. 

Wawancara digunakan sebagai teknik untukmengumpulkan data yang 

dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya jawabatas 

bwbwrapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang 

sedang diteliti oleh peneliti. Teknik wawancara dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu jawaban 

responden ditulis dan direkam. 28 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu 

wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun 

secara sistematis dan relevan sebelum disampaikan kepada responden. 

Pedoman awancara yang digunakan berupa pertanyaan mengenai garis-

garis besar mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan, daftar 

pertanyaan dalam wawancara dimaksudkan untuk mengadakan pencairan 

                                                           
28 Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, (Bnadung: Mandar Maju, 2001), hlm. 67.  



44 
 

 
 

data yang lebih luas dan spesifik 29  yaitu untuk mengetahui pendapat 

pelaku Pelangkahan di Desa Ledug Kecamatan Kembara Kabupaten 

Banyumas. 

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti 

kepada tokoh yang dituakan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas: 

a. Bagaimana pendapat saudara mengenai perkawinan melangkahi kakak 

kandung? 

b. Menurut saudara mengapa perlu di lakukan adat Pelangkahan sebelum 

calon melangsungkan pernikahan yang melangkahi Kakak Kandung? 

c. Apa yang menjadi dasar terjadinya proses adat Pelangkahan ini? 

d. Apa tujuan diadakannya prosesi Adat Pelangkahan ini? 

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti 

kepada tokoh yang dituakan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas: 

a. Apa yang saudara ketahui tentang Adat Pelangkahan ini?  

b. Apa saja yang menjadi syarat dalam Pelangkahan ini? 

c. Apa sajakah yang harus diberikan pada saat prosesi Adat Pelangkahan 

Melangkahi kakak kandung? 

2. Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan drngan melihat, mengamati dan mencatat terhadap segala 

                                                           
29 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 179.  
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kejadian, dimana fenomena yang terjadi dilapangan. Observasi dilakukan 

terhadap situasi yang nyata atau tanpa dibuat-buat yang dipersiapkan guna 

untuk kepentingan dalam penelitian Observasi meliputi kegiatan yang 

dilakukan dengan mengamati suatu objek yang menggunakan seluruh 

perbuatan manusia seperti dalam kenyataan.30  

Menurut Burhan Bungin ada dua tipe observasi, yaitu observasi 

tidak langsung dan observasi partisipan. Observasi tidak langsung adalah 

observasi yang dilakukan dimana seorang peneliti tidak masuk kedalam 

masyarakat tersebut, namun peneliti hanya melihat dengan panca indra 

mengenai kegiatan dan benda-benda dibantu dengan alat-alat lain seperti 

kamera. Sedangkan observasi partisipan dimana pengamatan langsung 

dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang diteliti.31 Dalam 

penilitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, 

dimana pengamatan langsung melibatkan diri dalam kegiatan yaitu dengan 

melihat, dan mendengarkan. Penulis mengamati bagaimana proses 

pelaksanaan Pelangkahan Pernikahan Terhadap Kakak Kandung kemudian 

penulis mencatat apa saja yang jawaban atas pertanyaan pada saat 

wawancara, lalu mengalisis dengan perspektif Hukum Islam lalu membuat 

suatu kesimpulan. Diharapkan dengan observasi ini maka akan 

mendapatkan data yang mendalam.   

 

                                                           
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 145.  
31  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), hlm. 190-191.  
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3. Dokumentasi  

Didalam sebuah penelitian, metode dokumentasi yaiyu menyelidiki 

benda-benda yang sifatnya tertulis seperti halnya buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain-

lain. 32  Metode dokumentasi merupakan sebuah metode untuk 

mengumpulkan data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

foto, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. 33  Kuntjoroningrat 

menyebutkan bahwa dokumentasi adalah suatu data verbal yang berupa 

tulisan moment, artifact, foto, tape, dan sebagainya.34 

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari pengumpulan 

data melalui wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat 

dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi. 35  Dalam 

penelitian ini data yang diperoleh dari metode dokumentasi yaitu data dari 

penelitian langsung di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas berupa foto-foto atau gambar mengenai acara Pelangkahan itu.  

 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

                                                           
32 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UMG Yogyakarta, 

1976), hlm. 134.   
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitan, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 107.  
34 Kunjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta:  Gramedia, 1985), 

hlm. 46.  
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabet, 2009), 

hlm. 329.   
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bahan lain. Sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke 

orang lain.36 

Pada penelitian ini, setelah data terkumpul penulis menggunakan 

metode analisis deskriptif (descriptive analysis), yaitu metode yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.37 Analisis deskriptif 

menggunakan pendekatan induktif yaitu penelitian menganalisis yang 

berangkat dari kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata, 

ucapan atau perilaku objek penelitian atau situasi di lapangan, kemudian 

penulis akan menganalisisnya. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan 

selanjutnya adalah analisis secara pola induktif, yakni berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat dari khusus ke umum. Dalam hal ini harus melalui 

beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data  

Dalam penelitian ini, pengumpulan data pertama-tama dimulai 

dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

observasi lalu dokumentasikan yang didapat pada saat penelitian di Desa 

Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Setelah itu peneliti 

melakukan pengamatan yang kemudian dituliskan dalam sebuah catatan 

                                                           
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabet, 2009), 

hlm. 224 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabet, 2009) 

hlm. 169. 
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dengan menmanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto 

dan sebagainya. 

b. Pemerisaan Data (Editing) 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan data (Editing) merupakan 

teknik memeriksa kembali keseluruhan data-data yang sudah diperoleh, 

terkhusus mengenai kelengkapan isinya, yaitu kecocokan antara data yang 

satu dengan data yang lainnya, guna memperoleh suatu gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penulis 

melakukan editing dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan 

pelaku pelangkahan pernikahan. 

c. Reduksi Data  

Dalam pelitian ini, reduksi data dilakukan untuk merangkum dan 

memilih hal-hal yang pokok yang didapat dari hasil wawancara pada saat 

observasi dengan didukung dari beberapa dokumentasi pelaksanaan 

pelangkahan pernikahan terhadap saudara kandung di Desa Ledug 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Kemudian memfokuskan 

hal-hal yang penting, yaitu dengan mencari inti serta membuang hal-hal 

yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk 

melakukan peneltian data selanjutnya.  

d. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

penelitian ini untuk penyajian data yaitu dengan mengurian kata dan 

mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan 

menggambarkan keadaan atau fenomena dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat yang bersifat naratif. Uraian kata dalam penelitian ini berisi 

tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara dari peneliti 

mengenai pelaksana kasus pernikahan terhadap saudara kandung di Desa 

Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

e. Penarik Kesimpulan (concluding) 

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakn suatu proses pengambilan kesimpulan 

hasil penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang sudah 

dianalisis. Penarikan kesmpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten sehingga kesimpulan bersifat kredibel dan dapat dipercaya.38 

Dalam penelitian ini untuk penarikan kesimpulan diambil dari hasil data 

di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

                                                           
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabet, 2009), 

hlm. 8 
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BAB IV  

ANALISIS TRADISI PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM 

PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG 

  

A. Kondisi Monografi Desa Ledug Kecamatan kembaran Kabupaten 

Banyumas 

1. Profil Desa Ledug  

Desa Ledug merupakan sebuah desa di kecamatan Kembaran, 

Banyumas, Jawa Tengah. Desa ledug adalah suatu wilayah yang desa yang 

berbatasan dengan Desa Pliken, Kelurahan Mersi. Berdasarkan data 

monografi desa, Desa Ledug memiliki luas wilayah 202.102 Ha. Jumlah 

penduduk di Desa Ledug terdiri dari 12.344 Jiwa, yang terdiri dari 6.101 

penduduk laki-laki dan 6.243 penduduk perempuan. 

Tabel 1.1 

Batas Wilayah Desa39 

No  Letak Desa/Kelurahan   Desa / Kelurahan 

1.  Sebelah Utara  Desa Dukuhwaluh dan Bojong  

2. Sebelah Selatan  Desa Sokarja 

3. Sebelah Barat Kelurahan Mersi  

4. Sebelah Timur  Desa Pliken  

 

Pemerintahan Desa Ledug dipimpim oleh Kepala Desa dan dibantu 

oleh beberapa staf yang terdiri dari 12 RW dan 77 RT dan 4 Kadus, jumlah 

penduduk yang ada di Desa ledug berjumlah sebagai berikut:  

 

                                                           
39 Monogafi Desa Ledug Tahun 2022 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk secara Umum/KK40 

No  Kependudukan  Jumlah  Ket  

1.  Jumlah Penduduk  12.344 Orang  

2. Jumlah kepala Keluarga 3.969 Orang 

 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin: 

No Jenis Kelamin Jumlah Ket 

1. Laki-laki 6.101 Orang 

2. Perempuan 6.243 Orang 

 

Tabel 1.441 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur: 

Umur  Jumlah Jiwa  

0-4  870 

5-9 900 

10-14 941 

15-19 980 

20-24 938 

25-29 884 

30-34 847 

35-39 908 

40-44 947 

45-49 925 

50-54 894 

55-59 787 

60-64 551 

                                                           
40 Monogafi Desa Ledug Tahun 2022 
41 Monogafi Desa Ledug Tahun 2022 
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65-69 372 

70+ 663 

 

Kondisi sosial masyarakat Desa Ledug masih memegang teguh 

pada adat istiadat daerah dengan ciri-ciri budaya Jawa yang terlihat 

maasih kental dengan kegotong royongan, ronda malam bergilir, 

kesopanan dan budaya-budaya luhur lainnya. Kondisi sosial seperti inlah 

yang selalu dijadikan dasar dan modal dalam melakukan setiap proses 

pembangunan yang senantiasa dijaga, dipelihara dan di kembagkan oleh 

masyarakat Desa Ledug.42  

2. Kondisi Ekonomi  

Mata Pencaharian merupakan aktivitas penduduk untuk 

memperoleh nafkan secara maksimal. Setiap aktivitas penduduk dalam 

memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-

beda. Lingkungan geografis juga seperti iklim, tanah, dan sumber-sumber 

mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi sifat mata 

pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan 

mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat 

kebudayaan akan mempengaruhi kegiatan pendudukan dalam usahanya. 

Begitu pula mata pencaharian penduduk diwilayah Desa Ledug berbeda-

beda.  

Masyarakat Desa Ledug mencari nafkah dengan cara menjadi 

karyawan swasta maupun buruh, namun banyak juga yang mencari 

                                                           
42 Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022 
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nafhkan dengan bertani karena tanah yang berada di Desa Ledug 

merupakan tanah yang subur dan cocok dipergunakan untuk bercocok 

tanam, ada juga warga yang sudah memulai bisnis dengan cara 

berwirausaha sehingga ekonomi di Desa Ledug sudah berada dalam 

ekonomi yang kuat walaupun ada sebagian masyarakat yang masih 

belum berkecukupan dalam bidang ekoniminya.43 Berikut ini adalah tabel 

mata pencaharian masyarakat Desa Ledug.  

Tabel.  

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No  Pekerjaan  Jumlah Jiwa  

1.  Wira Swasta  733 

2. Pedagang  451 

3. Sopir 66 

4. Dosen  51 

5. Buruh Tani/Perkebunan  53 

6. Buruh Harian Lepas  1106 

7. Karyawan BUMN 56 

8. Petani/Pekebun 78 

9. Karyawan Swasta  1720 

10 PNS 383 

11. Pensiunan  236 

12. Pelajar/Mahasiswa  2438 

13. MRT 2090 

14. Belum/Tidak bekerja  2458 

15. Lainnya  279 

 

 

                                                           
43 Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022 
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3. Saran Pendidikan  

Dari hasil wawancara pribadi dengan sekretaris Desa Ledug yaitu 

dengan Ibu Riris mengenai pendidikan, beliau mengemukakan bahwa 

pendidikan di desa ini yang sudah lumayan bagus, bahkan ada beberapa 

TK dan SD, untuk jarak tempuh ke jenjang sekolah selanjutnya seperti 

SMP dan SMA/SMK/MA tidak terlalu jauh. Karena desa ini berada tidak 

jauh dari pusat kota.  

Akan tetapi ada juga masyarakat desa ini yang hanya lulusan SD 

atau bahkan hanya sampai ke jenjang SMP saja, karna salah satu faktor 

utamanya adalah ekonomi dan kurang sadarnya masyarakat akan 

pentingnya pendidikan. Namun jika di lihat dari data yang ada, 

masyarakat Desa Ledug rata-rata berpendidikan sampai ke jenjang 

SMK/SMA/MA bahkan sampai sarjana, walaupun hanya sebagian kecil 

yang tidak sekolah sampai ke jenjang selanjutnya.44 

4. Sarana Ibadah  

Mayoritas masyarakat di desa ini hampir semuanya pemeluk 

agama islam, hanya 10% yang memeluk agama Kristen, sehingga hampir 

seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih 

mengarah pada unsur keagamaan seperti Maulud Nabi dan Raja, setipa 

acara itu banyak dihadiri oleh masyarakat Desa Ledug.  

 

 

                                                           
44 Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022 
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5. Sarana Kesehatan 

Untuk sarana kesehatan di desa ini cukup baik dan terpenuhi, 

bahakan di desa ini memiliki 12 kader untuk kesehatan yang siap 

menolong jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongannya. Di 

Desa ini juga memiliki beberapa sarana kesehatan seperti Puskesmas, 

Polindes, Posyandu anak, dan Posyandu untuk lansia. Desa ini tergolong 

cukup lengkap untuk sarana kesehatan bagi masyarakatnya. 45 

 

B. Definisi Pernikahan Melangkahi Kaka Kandung  

Dalam masyarakat sering terjadi pengunaan suatu adat istiadat di suatu 

daerah, hal ini tidak lepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau 

orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga menyakini 

bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di 

beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis 

atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.  

Kaitannya dengan pernikahan adalah bahwa budaya tersebut ikut 

masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib 

dilaksanakan oleh para pengikutnya atau parakerabatnya, ini ditunjukan agar 

bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau 

budaya-budaya yang mereka yakini. 46 

  Pernikahan melangkahi kaka kandung sendiri memiliki beberapa 

suku kata yang mempunyai arti sendiri. Pertama yaitu pernikahan, pernikahan 

                                                           
45 Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022 
46 Imam Sudiat, Hukum Adat: Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), cet. 

2, hlm. 170.  
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adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuj jadi suami isteri 

dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah di beri imbuhan per – an 

sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah.47 

Kedua, arti melangkahi. Melangkahi memiliki arti asal kata langkah 

yaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan). Pada kata 

melangkahi asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan me – I sehingga 

menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, 

melanggar, mendahului, (kawin, memperoleh seuatu,dsb), melewatkan tidak 

mengikutsertakan. 48  

Ketiga, arti kata kakak. Kakak artinya saudara tua (menurut silsilah), 

panggilan kepada orang yang lebih tua. 49 

Dari beberapa suku kata diatas dapat didefinisakan bahwa pernikahan 

melangkahi kaka kandung yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara 

tang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah perniahan yang dilakukan 

seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.   

Di dalam pernikahan masyarakat adat yang dikaitkan dengan pengaruh 

hukum agama, ada dua macam yang mungkin sah atau tidaknya suatu 

pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut:  

1. Di dalam pernikahan masyarakat adat, hukum perkawinan atau pernikahan 

islam menjdi penentu untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan 

                                                           
47  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hlm. 614. 
48  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hlm. 494-495.  
49  Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hlm. 378.  
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menolak segala hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum adat, 

termasuk dalam upacar-upaca adat.  

2. Suatu perkawinan atau pernikahan dapat dianggap sah apabila dalam akad 

nikahnya sudah di lakukan menurut hukum islam. Walapun sebelumnya 

atau sesudahnya tetap dilakukan upacara adat.  

 

C.  Melangkahi Dilihat Dari Sudut Pandang Adat Dan Hukum Islam 

1. Sudut Pandang Adat  

Dalam adat jawa di kenal suatu istilah “nglangkahi” (mendahului). 

Dalam adat dikenal dengan istilah pernikahan yang melangkahi kakak 

kandung dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, apabila adik yang 

melangsungkan pernikahan tidak memberi pelangkahan kepada kakak 

yang dilangkahinya adalah sebuah pelanggaran dikarenakan tidak 

mengikuti sebuah adat yang masih berlaku di Desa Ledug yang telah 

diyakini dan telah diterima serta dilaksanakan sampai saat ini. Barang 

langkahan yang wajib diberikan kepada sang kaka adalah berupa barang, 

uang atau sesuatu yang diminta oleh sang kakak sebagai syarat 

pelangkahan, serta permohonan maaf yang diberikan seorang adik kepada 

kakaknya dan sebagai hadiah karena kakaknya sudah mengikhlaskan dan 

mengizinkan adik untuk melaksanakan pernikahan lebih awal di 

bandingkan dengan diriya. 50 

                                                           
50 Samsul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ledug, Wawancara Pribadi, Ledug 3 Maret 

2022 
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Masyarakat Desa Ledug mempercayai bahwa apabila seorang 

kakak belum menikah dan dilangkahi oleh sang adik maka kehidupan 

kakanya tersebut tidak bagus kedepannya, terutama dalam masalah jodoh 

dan juga sang kakak atau keluarga yang dilangkahi akan mengalami 

dampak kesialan, kesusahan atau akibat yang tidak baik lagi bagi 

keluarganya terutama sang kakak yang setres akibat dilangkahi dan 

mengecewakan orang tua karena lama mendapat jodoh dan karena emosi 

dilangkahi oleh adiknya yang mau mendahului menikah. 51  

Hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun dari para 

pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang melangkahi kakaknya 

menikah sebelum sang kaka menikah. Bahkan karena adanya larangan ini 

apabila memang sudah sangat darurat (mendesak) sang dik harus menikah 

(hamil diluar nikag atau ada hal yang lainnya) maka sang adik wajib 

memberikan barang, uang atau sesuatu yang diminta oleh sang 

pelangakahan. Namun dalam adat Jawa Tengah Khusunya Desa Ledug 

barang pelangkahan yang wajib diberikan adalah seperangkat baju atasan 

dan bawahan.52 

2. Menurut Hukum Islam  

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk 

semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga mengatur 

tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqih tidak 

                                                           
51 Samsul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ledug, Wawancara Pribadi, Ledug 3 Maret 

2022 
52 Samsul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ledug, Wawancara Pribadi, Ledug 3 Maret 
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detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi 

manusia diberikan akal supaya dapat berfikir tata cara penyelesaian 

bermasyarakat dengan cara yang islami. Hukum islam juga dapat 

ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun 

secara bermasyarakat.53  

Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung 

ini, dalam fiqih tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi kaka 

kandung. Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara 

penyelesaiannya seperti apakah yang islami dan tidak bertentangan dengan 

apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu 

yang diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, 

keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela. 54   

Fiqih memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan melangkai 

kakak kandung, pernikahan melangkahi kaka kandung (nglangkahi) hanya 

dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Karena di dalam fiqih 

tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam 

menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga. 55 

Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh firman Allah 

sebagaiberikut:  

                                                           
53 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2005)., hlm. 13. 
54 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003)., 

hlm. 340  
55 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2005)., hlm. 15 
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“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayahamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas pemberia-

Nya lagi Maha Mengetahui” 

(QS. An-Nur:32) 

 

Melihat dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang 

mendasar kepada fiqih, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang 

sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.56 Bahkan didalam 

fiqh menyebutka bahwa “adat itu dapat menjadi dasar hukum”.  

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan 

itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur 

manfaatnya yang lebih banyak dibandingkan mudharatnya serta adat 

yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, 

namun dialam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam 

bentuk itu dikelompokan kepada adat atau urf yang shahih.57 

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau urf terbgi 

menjadi 2 macam, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih ialah sesuatu 

yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil 

syara’, juga tidak menghalalkan yang haram juga tidak membatalkan 

yang wajib.58 Sedangkan urf fasid yaitu apa yang saling dikenal orang, 

                                                           
56 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2012)., hlm., 74  
57 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakata: Kencana, 2009)., hlm. 395 
58  Abdul Wahhab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih, Penerjemah: 

Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)., 

hlm. 131  
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tapi berlainan dari syariat islam, atau menghalalkan yang haram, atau 

membatalkan yang wajib.59 

Ulama yang mengamalkan adatsebagai dalil hukum menetapkan 4 

syarat dalm pengamalannya: 60  

a. Adat itu bernilai maslahat. 

b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan tertentu.  

c. Adat itu berlaku sebelum adat itu berlaku.61   

 

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Pemberian Cindera Mata Dalam 

Pelangkahan Pernikahan Terhadap Saudara Kandung 

Tradisi pemberian cindera mata dalam pelangkahan pernikahan yaitu 

suatu tradisi atau aturan yang dilakukan atau ditaati oleh masyarakat Desa 

Ledug. Masyarakat meyakini pernikahan dengan tradisi langkahan 

dikarenakan memamg dahulunya tinggalan nenek moyang yang dijadikan 

sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) di dalam masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi sangat kuat, ketaatan yang 

berbau adat nenek moyang mengakibatkan sulit menerima pembaharuan dari 

luar. Meskipun kehidupan masyarakat Desa Ledug tidak jauh berbeda dengan 

masyarakat di daerah-daerah lain, namun dalam hal aturan tradisi sangat 

dipatuhi apalagi di dalamnya terdapat suatu hukum atau sebab dan akibat bagi 

yang melanggarnya, meskipun hukuman tersebut hanya mitos. 

                                                           
59  Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih, Penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2005)., hlm. 105.  
60 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2012)., hlm., 74 
61 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996)., hlm. 144. 
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Seperti dalam tradisi langkahan, masyarakat Desa Ledug belum 

pernah melanggar tradisi langkahan ini dan tidak ada dampak buruk secara 

nyata bagi yang melanggar seperti mitos yang menjadi bahan pembicaraan 

masyarakat. Bagi masyarakat Desa Ledug, seseorang yang melanggar tradisi 

langkahan tersebut maka hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak 

akan harmonis, kemudian bagi kakak yang dilangkahi tersebut akan sulit 

mendapat jodoh. Tradisi langkahan menjadi sebuah kebiasaan yang sudah 

terbiasa dan dilakukan oleh masyarakat Desa Ledug yang tidak bertentangan 

dengan norma-norma agama. Pemberian Cindera Mata itu sendiri dapat 

diberikan pada saat prosesi lamaran atau bahkan saat sebelum ijab qobul 

dilakukan.   

Faktor penyebab terjadinya tradisi pemberian cindera mata dalam 

pelangkahan pernikahan di Desa Ledug adalah sikap menghormati kakak 

karena telah mendahului atau melangkahi untuk menikah terlebih dahulu, 

oleh sebab itu kakak diperbolehkan meminta apa saja asal tidak memberatkan 

adiknya. Selain itu juga adanya sikap patut terhadap petuah nenek moyang. 

Kemudian faktor budaya dan tradisi daerah juga menjadi salah satu faktor 

penyebab adanya tradisi langkahan di Desa Ledug. Situasi dan kondisi suatu 

masyarakat yang biasanya yang lebih tua menikah terlebih dahulu, akan tetapi 

dalam kenyataanya yang lebih muda yang sudah memiliki pasangan dan siap 

menikah. Sehingga dalam keadaan mendesak, adiknya harus menikah terlebih 

dahulu (ngelangkahi) kakaknya.  
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Tradisi pemberian cindera mata dalam pelangkahan pernikahan sudah 

menjadi sebuah kebiasaan dalam adat pernikahan yang tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam, yang menjadi permasalahan jika sang kakak meminta 

barang atau uang langkahan yang sangat memberatkan adiknya. Hal tersebut 

dapat menghambat adiknya untuk menikah karena barang atau uang yang 

diminta sang kakak belum terpenuhi, dan menghambat pernikahan 

bertentangan dengan Hukum Islam. Di sisi lain dapat dipandang sebagai 

sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan dari tradisi langkahan karena 

mendapat kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak.62. 

Semua  mitos  tersebut  berkembang  menjadi wacana yang sangat 

dominan dalam masyarakat Indonesia    dikarenakan    tingkat    pendidikan    

perempuan cenderung  masih  rendah  dan  begitu  dominannya  wacana 

domestifikasi  perempuan  dalam  budaya,  politik,  pendidikan, dan  

kompleksitas  sistem  kebudayaan  masyarakat.63 

 

E. Tata Cara Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan Di 

Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyuman  

Upacara pernikahan adat Jawa syarat akan prosesi-prosesi yang 

memiliki arti yang sangat sakral. Upacara adat Jawa setiap daerah berbeda-

beda tergantun kepercayaan akan prosesi masyarakat setempat yang sudah 

menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat daerah. Langkahan merupakan adat 

                                                           
62 Sri Puji Lestari, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkah Di Desa Bawu Batealit 

Jepara”, Isti’dal  No. 1, Vol. 7, 2020, hlm. 53. 
63 Hariyanto, Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: 

Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, PALASTREN : Jurnal Studi Gender , Vol. 8, 

No. 1, 2015, hlm. 82.  
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Jawa yang masih dipercayai oleh masyarakat daerah dengan bertujuan untuk 

meminta izin sang adik kepadasang kakak karena sudah dilangkahi untuk 

mneikah terlebih dahulu. 

Adapun terdapat beberapa prosedur pelaksanaan tradisi upacara 

nglangkahi kakak dalam pernikahan menurut hasil wawancara dengan mbak 

Hellen yaitu selaku dukun manten (Rias Penganten) yang ada di Desa Ledug 

sebagai berikut: 64   

a. Tempat Pelaksanaan Upacara  

Adat nglangkahi ini dilaksanakan di suatu ruangan atau rumah.  

b. Waktu Pelaksanaan Upacara  

Adat upacara nglangkahi dilaksanakan tepat sebelum melakukan 

akad nikah dengan dipandu oleh dukun manten (perias)  

c. Perlengkapan dalam Pelaksanaan Tradisi Upacara Nglangkahi 

1) Nasi Tumpeng  

Nasi yang putih bukan kuning karena putih melambangkan 

kesucian 

2) Tebu Wulung  

Tebu yang kuning jika tidak ada tebu biasa, yang melambangkan 

kemantapan hati. Tebu wulung berhubungan sama resepsi 

kegunaan untuk menuntun sang adik ketika prosesi. 

3) Ayam utuh atau ingkung  

                                                           
64 Hellen, Dukun Manten Desa Ledug, Wawancara Pribadi, Ledug 23 Juli 2022.  
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Melambangkan tanda izin sang kakak kepada adiknya yang 

menikah duluan. 

4) Hadiah  

Syarat pelangkah, biasanya hadiahnya dapat berupa barang yang 

diinginkan oleh sang kakak sebagai persyaratan melangkahi. 

5) Bunga Setaman  

Bungannya bisa berupa bunga mawar, bunga melati, rajangan daun 

pandan, dan nanti semua bunganya akan di campur menjadi satu. 

6) Benang Lawe  

Melambangkan suatu ikatan. 

F. Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam 

Pernikahan Di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten 

Banyumas 

Adat pelangkahan yang ada di Desa Ledug merupakan suatu tradisi 

yang turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang dan di wariskan 

kepada masyarakat yang ada di Desa Ledug Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. Hal ini muncul karena pada zaman dahulu dipandang 

tidak etis (kurang sopan) apabila terdapat seorang adik mendahului kakaknya 

untuk melaksanakan pernikahan walaupun telah siap lahir dan batin. Selain 

itu menurut mitos masyarakat setempat juga akan menghambat sang kakak 

susah untuk mendapatkan jodoh, dan apabila pernikahan itu harus terjadi 

walaupun dengan resiko melangkahi kakaknya maka harus memenuhi 

persyaratan yang diinginkan dari sang kakak baik itu berupa barang maupun 
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uang karena tujuannya itu sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada 

sang kakak dan juga harus mengikuti prosesi tradisi upacara nglangkahi 

dengan tujuan diadakan untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak 

karena sudah dilangkahi. 

Tradisi upacara nglangkahi merupakan upacara langkahan yang 

dilakukan oleh calon pengantin yang menikah dengan mendahului kakaknya 

yang belum menikah, maka sebelum melaksanakan prosesi siraman, calon 

pengantin diwajibkan untuk meminta izin kepada kakak yang di 

langkahinya. Selain meminta izin, biasanya juga disertakan  juga bahan 

pelengkap sebagai syarat pelangkah seperti nasi tumpeng (yang 

menyimbolkan sebagai pengakuan tanda kebesaran Tuhan), ingkung 

(menyimbolkan tanda izin kakak pada adiknya yang akan menikah), tebu 

wulung (menyimbolkan kemantapan hati, bunga setaman (menyimbolkan 

sebagai doa semoga kehidupan mempelai nantinya selalu dipenuhi bunga-

bunga kehidupan yang indah dan harum), benang lawe (menyimbolkan 

ikatan), pelangkah/hadiah (menyimbolkan penebus/syarat).65 

Prosesi langkahan dilaksanakan sebelum calon pengantin melakukan 

akad nikah. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagi berikut:  

a. Calon pengantin diapit oleh kedua orang tua, kemudian calon pengantin 

sungkeman kepada sang kakak sambil mengucapkan terima kasih dan 

minta izin kepada sang kakak untuk dilangkahinya. 
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b. Kakaknya memberikan izin kepada calon pengantin dan kemudian calon 

pengantin mengucapkan terima kasih dan mendoakan sang kaka. 

c. Calon pengantin memberikan hadiah baik itu berupa barang maupun 

berupa uang sebagai syarat dalam pelangkahan 

d. Sang kakak menuntun adiknya dengan memegang tebu wulung yang 

diikat dengan ingkung dengan menggunakan tangan kanan yang di 

jadikan sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil memegang 

tangan adiknya dengan menggunakan tangan kiri, lalu membimbing 

calon pengantin melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali, kemudian adik 

memberikan ayam ingkung dan tumpeng untuk menyuapkan ke 

kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati kakaknya 

e. Sang kakak memutuskan benang lawe yang dibentangkan kedua calon 

mempelai yang menyimbolkan sudah bersedia untuk di langkahi 

f. Sang kakak menuntun kedua mempelai untuk melakukan acara 

selanjutnya yaitu acara akad nikah.66 

 

G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Cindera Mata 

Dalam Pelangkahan Pernikahan  

Negara modern adalah personifikasi dari sistem hukum. Artinya, 

negara dalam semua aqidahnya selalu berdasarkan hukum. Negara dalam 

konteks ini biasa disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan 

pemikiran tentang negara hukum, ada dua kelompok negara hukum, yaitu 

negara hukum formal dan negara hukum materiil. Ini Negara hukum materil 
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disebut juga dengan Negara Kesejahteraan.  Kunci dari negara kesejahteraan 

adalah masalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.  

Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah yang bersifat otonom atau 

administratif. Sementara lokal pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penegasan desa otonomi menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki wilayah batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak-

hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Negara Republik Indonesia. 67 

Pada dasarnya tradisi pemberian cindera mata dalam pelangkahan 

pernikahan terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para 

pendahulu di daerah Desa Ledug yang menjadi doktrin para keturunannya 

untuk mau mengikuti peraturan tersebut.  

Hukum Islam tidak mengenal istilah pelangkahan dalam perkawinan. 

Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu 

menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia pelangkahan atau tidak.  

Di dalam masyarakat Desa Ledug khususnya. Orang tua tidak menolak 

atau melarang jika ada yang melamar anaknya apakah yang dilamar itu adik 
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atau kakaknya, karena jodoh itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak 

ada dalil-dalil yang mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara 

urut atau tertib yang lebih tua dahulu baru yang muda.  

Pemberian cindera mata dalam pelangkahan pernikahan tersebut 

sebagai kebiasa didalam masyarakat akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun 

berasal dari adat hal itu tidak bisa menjadi patokan, meskipun didalam 

fiqhiyyah disebutkan al-adatul muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan 

hukum. Maksud dari kaedah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan 

hukum ketika ada dalil syar’i tetapi tidak semua adat bisa dijadian sumber 

hukum. Adat hanya berlaku dalam masalah kemasyarakatan. Sedangkan 

dalam hal ibadah seseorang tidak boleh menambah atau mengurangi yang 

telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, tidak sedikit 

masalah-masalah fiqhiyyah yang berlaku pada kebiasaan masyarakat tertentu. 

Adat yang tidak bertentangan itu disebut adat shahih.  

Pada masyarakat Desa Ledug Khususnya pernikahan semacam ini 

berasal dari adat terdahulu yang dtinggalkan nenek moyang yang masih 

diberlakukan secara turun-temurun. Oleh karna itu masyarakat Jawa 

khususnya di Desa Ledug berpegang teguh dan menerima adat tersebut.  

Masyarakat berpegang teguh dan menerima adat pemberian cindera mata 

dalam pernikahan tersebut, apabila seorang kakak yang dilangkahi adiknya 

menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan sang kakak 

yang dilangkahi tidak bagus untuk kedepannya dan susah untuk mendapatkan 

jodoh, begitupun keluarga mendapat kan dampak yang tidak baik.  
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Pandangan masyarakat yang menyetujui atau menerima adat 

pemberian cindera mata dalam pelangkangkahan pernikahan tidak ada 

masalah atau bukan masalah yang harus diperdebatkan, jika sang adik sudah 

siap lahir batin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih 

dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang 

terkandung didalam Ayat Al-Quran surat Al-Rum 21: 

 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya dan dijadikannnya diantara kamu rasa kasih sayang 

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

dari kam yang berfikir” (Qs. Al-Rum 21). 

 

Selama yang dilakukan itu masih dalam norma-norma agama tidak ada 

salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan 

keluarga. Di dalam hukum Islam juga tidak ada larangan yang menyebutkan 

bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan.  

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau urf terbagi 

menjadi dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid. Urf shahih adalah adat 

yang berulang-ulang dilakukan, diterima banya orang, tidak bertentangan 

dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur, tradisi pemberian cindera 

mata dalam pelangkahan pernikahan terhadap kakak kandung bisa menjadi 
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bagian dari urf shahih bilamana adat itu memiliki nilai kemaslahatan, 68 

sedangkan urf fasid adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai 

menghalalkan yang diharamkan Allah. Adat dapat di jatuhi sebagai urf yang 

fasid ketika urf itu mendatangkan kemudharatan. 69  

Bahkan bagi orang tua tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk 

menikah, apalagi memang sudah saatnya untk menikah. Karena banyak hal 

yang dikhawatirkan, misalnya terjadi perbuatan yang melanggar agama, 

bahkan bisa di hukumkan haram. Itulah sebabnya pelangkahan pernikahan 

tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena itu tidak 

menjadi persyaratan, dalam adat sendiri tradisi tersebut tidak sampai menjadi 

suatu yang menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan itu.  

Namun menurut penulis, diharuskan haruskan meminta izin kepada 

sang kakak yang akan di langkahi, tidak lebih sebagai penghargaan adik 

kepada kakanya. Dan hal ini memang pantas untuk di lakukan sebagai bentuk 

penghormatan kepada sang kakak.  

Berbicara adat yang mengaruskan adik untuk meminta izin kepada 

kakanya, peulis beralaskan kepada kaidah fiqiyyah:  

 

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” 70  

                                                           
68 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005)., hlm. 

368  
69 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)., hlm. 155.  
70 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), cet. 4, 

hlm. 370.  
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Dalam hal melangkahi menikah penulis sendiri sepakat bahwa 

perbuatan tersebut kurang baik secara etika, namum dalam hal meminta izin, 

penulis berpedoman kepada penjelasan dalam buku ushul fiqh, yang 

menjelaskan bahwa terjadi pertemuan antara syara’ dan adat akan 

menimbulkan pembenturan, maka perlu dilakukan proses penyeleksian adat 

yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.71  

Salah satu pedoman yang dijadikan pedoman penyeleksian adalah adat 

yang lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur 

kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaa, namun 

dalam unsur pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.  

Adapun unsur manfaat yang bisa diambil dalam praktek ini adalah 

supaya sang kakak yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati atau merasa 

bahwa dia seorang yang tidak laku. Jadi hal ini harus dipertahankan, tetapi 

harus dilakukan penyesuain jangan sampai bertentangan dengan syara. 

 

                                                           
71 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005)., hlm. 

372  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, 

akhirnya penulis memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

1. Masyarakat Desa Ledug menerapkan tradisi pemberian cindera mata 

dalam pelangkahan perkawinan yaitu memberikan suatu barang atau 

sepasang baju atasan dan bawahan kepada kakanya dilangkahi sebagai 

syarat pelangkahan. Dan itu berlaku untuk kakak perempuan dan laki-laki 

yang mau dilangkahi. Pemberian ini dimaksudkan untuk menghormati 

kakak serta menghindari dari kesedihan atau tidak baik untuk kedepannya. 

Masyarkat Desa Ledug masih menerapkan adat Pemberian cindera mata 

dalam pelangkahan pernikahan secara baik sampai saat ini. Masyarakat 

Desa ledug percaya jika ada adik yang mau melangkahi kakaknya dalam 

menikah kehidupan kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik 

terutama dalam hal jodoh.  Faktor yang menyebabkan adik menikah 

terlebih dahulu dibandingkan dengan sang kakak yaitu faktor adanya 

jodoh, adik lebih siap lahir dan batin dari pada kakaknya, keadaan yang 

mendesak sehingga adik harus menikah dahulu, keluarga sudah 

memberikan izin untuk menikah dan takut jika berpacaran lama-lama akan 

melanggar norma-norma agama. 

2. Tradisi upacara nglangkahi kakak dalam pernikahan menurut urf dapat 

diterapkan dan diterima oleh fikih karena sudah terbukti mencukupi syarat 
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sebagai urf yang dapat diterima oleh fikih. Tradisi upacara nglangkahi 

kakak di Desa Ledug dalam pernikahan termasuk dalam kategori urf yang 

ṣaḥīh karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, 

artinya bahwa tradisi nglangkahi kakak dalam pernikahan itu bukan berarti 

melarang sang adik untuk mendahului sang kakak menikah lebih dahulu, 

akan tetapi tradisi nglangkahi merupakan etika untuk meminta izin yang 

dilakukan ketika sang adik yang akan mendahului sang kakak menikah 

lebih dahulu dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi antar persaudaraan, 

jadi tradisi ini sama sekali tidak mengandung kemudaratan akan tetapi 

terdapat kemaslahatan.  

 

B. Saran  

Melihat Penjelasan dari penelitian yang penulis lakukan diatas, penulis 

ingin memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti.  

1. Orang tua hendaknya merestui serta membimbing anaknya menikah 

karena menikah adalah hak dari seorang anak. Untuk masalah jodoh sang 

kakak yang telah dilangkahi adiknya sebagai orang tua harus menyakinkan 

bahwa jodoh, rezeki sudah ada yang mengatur karena manusia diciptakan 

berpasang-pasangan dan tidak ada yang bisa meruah ketentuan-Nya hanya 

mungkin adiknyalah yang yang terlebih dahulu ditentukannya olh Allah 

SWT. 

2. Untuk kakak yang mempunyai adik hendaknya tidak menglarang atau 

menghalangi adiknya untuk menikah terlebih dahulu dan tidak perlu 

berkecil hati turut mendoakan untuk kebahagiaan rumah tangga adiknya.  
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3. Seseorang yang sudah ingin menikah akan tetapi memiliki kakak yang 

belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya 

agar tidak terjadi kesalah pahaman atau konflik dalam keluarga, karena 

saling menghormati dan menghargai dalam keluarga sangat penting.  

4. Seorang adik yang akan menikah dan memenuhi persyaratan menikah, 

jangan dibebani dengan suatu hal yang memberatkan pernikahannya dan 

jangan dihalangi oleh kakaknya. Karena hal ini akan menimbulkan 

kemudharatan yang lebih besar.   
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022  

Pukul   : 09.00-10.00 WIB  

Tempat : Di rumah kediaman Bapak Samsul Hadi  

Narasumber : Mbah Samsul Hadi selaku tokoh masyarakat yang dituakan di 

Desa Ledug 

 

Peneliti : Teng deso niki nopo tesih derekaken adat jaman riyen mbah 

kados pernikahan nglangkahi mbah?  

Narasumber : Nglangkahi ora popo, nglangkahi ki dadi nganten adik e 

nglangkahi mas e, terus bar iku langkah-langkahan, tapi 

biasane nak wong ndeso nglangkahi asline ora oleh  

Peneliti : Niku asal usul le pripun mbah kok teng deso nak menawi enten 

adik e nglangkahi kakange kudu gunakke tradisi nglangkahi?  

Narasumber  : Nak iku kan adat wong kuno zaman biyen, yo kudune nak iso 

di lestarikno   

Peneliti : Nopo nak menawi adike nglangkahi mas e kudu memberi 

hadiah, la niku bener nopo mboten mbah?  

Narasumber  : Yo ngono yo apik 

Peneliti  : Berarti teng deso mriki katah gunakke tradisi niku mbah?  

Narasumber  : Yo akeh, yo wajib iku, iku kan wes dadi kebiasaan zaman 

biyen sampai saiki tur iku kan budaya seng kudu dilestarikan 

makane sampe saiki iseh terus diterapke  

Peneliti  : Niku tujuanne nopo mbah kok enten tradisi niku?  

Narasumber : Tujuanne ben selamet kanggo kakange, ben kakange ora susah 

ngentokke jodone, selain iku yo kanggo adike ben ora dadi 

omongan masyarakat kereno ora due sopan santun.  

Peneliti : Nggeh mpun mbah sementen mawon pertannyaan saking kulo, 

tersuwun sanget nggih mbah  

Narasumber  : Nggih mbak sami-sami 

 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA 

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022  

Pukul   : 10.00-11.00 WIB  

Tempat : Di rumah kediaman mbak Septi  

Narasumber : Septi Dwi C. pelaku pelangkahan  

 

1. Bagaimana pendapat Mbak mengenai perkawinan melangkahi kakak 

kandung? 

Perkawinan melangkahi kakak kandung adalah perkawinan yang dilakukan 

dengan melangkahi kakak kandung yang belum menikah , dan menurut saya 

itu kurang baik karena itu melanggar adat yang berlaku 

2. Menurut Mbak bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh 

tidak menurut undang-undang dan hukum islam? 

Perkawinan melangkahi kakak kandung itu sah-sah saja, karena tidak ada 

undang- undang dan ayat Al-Qur’an dan Hadis yang melarang tentang 

pernikahan tersebut 

3. Apa faktor yang menyebabkan mbak melakukan pernikahan melangkahi 

kakak kandung? 

Untuk faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan melangkahi 

kakak kandung yaitu karena sudah mendapatkan jodoh terlebih dulu 

ketimbang kakak saya dan sudah siap untuk berumah tangga yang sesuai 

dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan takut akan dosa apabila saya 

terlalu lama berpacaran. 



 
 

 
 

4. Cindera mata atau barang apa saja yang diberikan pada saat langkahan? 

Untuk barang yang diberikan itu seperti: baju pakaian satu stel dengan 

celananya, bisa juga berupa perlengkapan shalat, handphone, dan lain-lain 

sesuai dengan permintaan sang kakak yang akan dilangkahi, tapi saya pada 

saat itu memberikan baju satu setel, sandal dan uang. 

5. Apakah yang terjadi apabila mbak tidak sanggup memenuhi permintaan yang 

diminta oleh sang kakak? 

Mungkin apabila saya tidak sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak 

saya akan melakukan musyawarah dengan kakak kandung saya dan 

memberitahukan bahwa saya tidak mampu membayar atau memenuhi barang  

pelangkah yang diminta tersebut dan meminta keringanan barang atau uang 

pelangkahnya.  

6. Apakah akibat yang terjadi ketika mbak melakukan pernikahan melangkahi 

kakak kandung kepada sang kakak ? 

Untuk akibatnya apabila sang kakak tidak menerima pernikahan sang adik 

maka akan terjadi kesenjangan sosial dan konflik antara kakak dan adik yang 

berkepanjangan dan akan merasa dirinya jelek dan tidak laku karena 

dilangkahi oleh sang adik yang menikah lebih dahulu dibanding kakak nya 

dan teman-teman nya pun akan mencemooh dirinya yang dilangakahi belum 

lagi mitos yang beredar yang mana akan susahnya sang kakak mendapatkan 

jodoh dan akan mendapatkan kesialan, tetapi beda dengan sang kakak yang 

legowo dan ikhlas menerima maka sang kakak akan menerima pernikhan 



 
 

 
 

adiknya yang lebih dahulu karena jodoh itu sudah di atur sama Allah dan 

mungkin saya belum waktunya mendapatkan jodoh seperti adik saya 

7. Menurut mbak pernikahan melangkahi kakak kandung itu baik tidak menurut 

adat? Apakah itu melanggar adat? 

Menurut saya memang pernikahan melangkahi kakak kandung itu tidak baik 

dan melanggar adat tetapi bukan hal yang tabu di masyarakat karena 

melanggar adat yang berlaku yang mana seharusnya sang kakak lah yang 

menikah terlebih dahulu, namun apabila al-qur’an dan hadis tidak ada yang 

mengaturnya maka saya tidak terlalu mempercayai hal tersebut. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022  

Pukul   : 11.00-12.00 WIB  

Tempat : Di rumah kediaman mas Agus  

Narasumber : Agus Wagito pelaku pelangkahan  

 

1. Menurut mas apa itu pernikahan melangkahi kakak kandung itu? 

Pernikahan melangkahi itu adalah pernikahan yang dilakukan olehsang 

adik kandung dengan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah, 

nglangkahi kalo orang jawa bilang. 

2. Cindera mata atau barang apa saja yang diberikan pada saat langkahan? 

 

Kalau tentang barang pelangkah itu sebenarnya tergantung permintaan dari 

sang kakak kandung yang memintanya, namun pada umumnya yang 

diminta dari sang kakak adalah: uang tunai, emas, pakaian stelan seperti 

baju kemeja, kaos, celana levis atau bahan, pakaian sholat seperti sarung, 

sajadah dan kokoh, bisa juga handphone dan barang-barang elektronik 

lainnya seperti kipas angin, televisi, radio dan yang lain-lain. namun 

kembali lagi kepada sang kakak kandung maunya minta uang pelangkah 

berbentuk apa dan berapa nominalnya.  

3.  Kapan uang pelangkah itu diberikan ketikah ada seseorang ingin 

melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung? 

Tentang pemberian uang pelangkah itu diberikan nya rata-rata seminggu 

sebelum akad pernikahan dilakukan atau pada saat prosesi lamaran, untuk 

lebih menghibur kondisi sang kakak yang dilangkahi karena kondisi sang 



 
 

 
 

kakak apabila sudah mendekati pernikahan akan semakin tidak stabil dan 

semakin kacau 

4. Adakah perbedaan barang yang diberikan kakak kandung laki laki dan 

kakak kandung perempuan? 

Untuk perbedaan pasti ada perbedaan antara kakak laki-laki yang 

dilangkahin dan kakak perempuan yang dilangkahi karena kakak 

perempuan lebih dominan memakai perasaan disbanding kakak laki- laki 

yang mengedepankan logika, karena pola fikir inilah adanya perbedaan 

tentang jumlah uang pelangkahnya namun dalam hal barang yang wajib di 

berikan sama seperti kakak laki-laki yaitu berupa seperangkat baju atasan 

dan bawahan, belum lagi tentang mitos yang berkembang dimasyarakat 

bahwa apabila dilangkahi maka akan mendapatkan kesialan dan jauh 

jodohnya dalam artian akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama.  

5. Bagaimana kedudukan barang atau uang pelangkah menurut mas? Apakah 

itu memberatkan bagi sang mempelai suami isteri yang ingin menikah? 

Untuk kedudukan uang pelangkah menurut saya itu sangat penting sebagai 

pelangkah sang kakak yang dilangkahi pernikahannya dan tidak terlalu 

memberatkan karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun yang 

dilakukan di desa ledug dan apabila memberatkan bisa dimusyawarahkan 

agar nominalnya dikurangi dan agar lebih terjangkau karena sang adik juga 

sedang banyak pengeluaran yang dikeluarkan dalam pernikahan.  

6. Apakah ada tata upacara melangkahi itu mas? 



 
 

 
 

Kalo upacara adat nglangkahi sendiri itu tidak ada, ya hanya memberikan 

saja barang atau uang yang diminta oleh kakak, dan memberikannya pada 

saat sebelum menikah atau seminggu sebelum menikah bisa.   

7. Dalam adat jawa sendiri ada mitos jika adik melangkahi kakak kandungnya 

sendiri maka, kakaknya akan sukit mendapat jodoh, menurut pendapat anda 

bagaimana?  

Menurut saya percaya sama Allah saja, karna jodoh itu sudah ada yang 

mengatur.  

8. Bagaimana pendapat anda jika adik tidak melaksanakan tradisi atau adat 

pelangkahan yang mengaharuskan memberikan cindera mata atau uang? 

Menurut saya itu wajib ya, karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun 

temurun dari zaman dulu.   



 
 

 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022  

Pukul   : 13.00-14.00 WIB  

Tempat : Di rumah kediaman Mbak Fitri  

Narasumber : Fitri NL. Pelaku pelangkahan  

 

1. Bagaimana pendapat mbak mengenai perkawinan melangkahi kakak 

kandung? 

Perkawinan melangkahi kakak kandung adalah perkawinan yang dilakukan 

dengan melangkahi kakak kandung yang belum menikah , dan menurut saya 

itu kurang baik 

2. Menurut mbak bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh 

tidak menurut undang-undang dan hukum islam? 

Perkawinan melangkahi kakak kandung itu sah-sah saja, karena tidak ada 

undang- undang dan hukum islam yang melarang tentang pernikahan tersebut 

3. Apa faktor yang menyebabkan mbak melakukan pernikahan melangkahi 

kakak kandung? 

Untuk faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan melangkahi 

kakak kandung yaitu karena sudah mendapatkan jodoh yang pas dan sudah 

siap untuk berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad 

SAW.  

4. Cindera mata apa yang mbak fitri berikan kepada kakak pada saat 

melangkahi? 



 
 

 
 

Saya memberikan seperangkat baju atasan dan bawahan serta ponsel dan 

beberapa ribu uang yang diminta oleh kakak.  

5. Apakah yang terjadi apabila mbak tidak mau memberi barang pelangkah 

kepada kakak mbak? 

Sebenarnya jangan sampai hal ini terjadi karena akan mengakibatkan hal-hal 

yang sangat buruk apabila barang pelangkah itu tidak di berikan, seperti akan 

adanya permusuhan yang terjadi antara kakak dan adik dan sang kakak akan 

lama mendapatkan jodoh, cemoohan dari teman-teman dan keluarga, dan 

tidak akan terjadi perkawinan nya karena pihak keluarga akan menghalagi 

sang adik yang ingin menikah terlebih dahulu karena tidak menghargai kakak 

kandung nya. 

6. Apakah yang terjadi apabila mbal tidak sanggup memenuhi syarat pelangkah 

yang diminta oleh sang kakak? 

Mungkin apabila saya tidak sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak 

saya akan melakukan negosiasi dengan kakak kandung saya dan 

memberitahukan bahwa saya tidak mampu membayar atau memenuhi syarat 

pelangkah tersebut dan meminta keringanan dari permintaanya 

7. Menurut mbak pernikahan melangkahi ini memberatkan untuk anda dan calon 

suami anda tidak? 

Tidak memberatkan kalau permintaannya tidak yang aneh-aneh, dan saya 

masih sanggup untuk memenuhinya karna itu kan sikap menghargai kita 

kepada kakak yang lebih tua dan sebuah apresiasi atau hadiah karena sudah 

mengizinkan adiknya menikah dulu. 



 
 

 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022  

Pukul   : 15.00-16.00 WIB  

Tempat : Di rumah kediaman mas Fajar 

Narasumber : Fajar Dwi pelaku pelangkahan  

 

1. Menurut mas apa itu pernikahan melangkahi kakak kandung itu? 

Pernikahan melangkahi itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sang adik 

kandung dengan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.  

2. Apakah ada tata upacara melangkahi itu mas? 

Kalo upacara adat nglangkahi sendiri itu tidak ada, ya hanya memberikan saja 

barang atau uang yang diminta oleh kakak, dan memberikannya pada saat 

sebelum menikah atau seminggu sebelum menikah bisa.   

3. Dalam adat jawa sendiri ada mitos jika adik melangkahi kakak kandungnya 

sendiri maka, kakaknya akan sukit mendapat jodoh, menurut pendapat anda 

bagaimana?  

Menurut saya percaya sama Allah saja, karna jodoh itu sudah ada yang 

mengatur.  

4. Bagaimana pendapat anda jika adik tidak melaksanakan tradisi atau adat 

pelangkahan yang mengaharuskan memberikan cindera mata atau uang? 

Menurut saya itu wajib ya, karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun 

temurun dari zaman dulu.  

5. Barang apa saja yang mas beri pada saat mas melangkahi kakak kandung 

sendiri? 



 
 

 
 

Saya hanya memberi seperangkat baju atasan dan bawahan itu wajib, serta 

uang sejumlah 500 ribu.  

6. Apakah dampak dan akibat apabila barang pelangkah itu tidak diberikan? 

Untuk dampaknya sangat tidak baik dikarenakan akan adanya perpecahan 

persaudaraan yang terjadi antara adik dan kakak dan akan adanya konflik 

sosial yang timbul karena uang pelangkah ini tidak dibayarkan dan 

menganggap sang adik tidak memiliki sifat yang baik karena sudah kurang 

ajar dan tidak sopan kepada sang kakak 

7. Menurut mas sendiri apakah pernikahan melangkahi kakak kandung itu 

melanggar adat? 

Ya bisa dibilang melanggar, karena telah melangkahi yang lebih tua, tapi mau 

bagaimana lagi, saya yang dapat jodoh terlebih dahulu dan sudah siap secara 

lahir dan batin.  

  



 
 

 
 

DOKUMEN WAWANCARA 
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